PEDO‘MAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
_ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA |

| Menifhbang ,

'Mengingat:

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

| PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR & TAHUN Aeato
TENTANG .

BUPATI KARANGANYAR

: bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas,

|
transparan31 dan kepastIan hukum pengelolaan Hibah dan

. Bantuan Sosml yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

“dan Belanja Daerah maka perlu membentuk Peraturan Bupati -

|
tentang Pedoman Pembenan Hlbah dan Bantuan Sosial yang.

bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1

vUndang-Undang Nomor 13 . Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-  daerah Kabupaten dalam
L1ngkungan Prov1n51 Jawa Tengah

L Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
_ Negara (Lembaran Negara Repubhk Indoncsxa Tahun 2003
- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesia Nomor 4286),

. Undang—Undang Nomor 1 ‘Tah'un' 2004 = tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran .Negara Republik

Indoncsxa Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaranv

' Negara Repubhk Indone31a Nomor 4355),

Undang-Undang - Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repubhk

 Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran

Negara Repubhk Indonesm Nomor 4723), '
Undang—Undang ' Nomor 11 Tahun = 2009 | teﬁtang
Kesejéhteraan 8031a1 (Lembaran -Negara | Republik
‘Indonema Tahun 2009 Nomor 12, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesxa Nomor 4967),

N~



: 6' Undang—Undang Nomor o Tal ( _‘ tentang

Orgamsa.SI Kemasyarakatan (Lembaran Negara Repubhk -

1o Indones1a Tahun 2013 Nomor 1 16, Tambahan Lembaran T

e N egara Repubhk Indone31a Nomor 5430)

":_._’;’Pemermtahan Daerah (Lembaran ;Negara Repubhk;‘:.

SN R telah dxubah beberapa kah terakh1r dengan Undang-

. :‘Pemermtahan Daerah (Lembar a

R jNegara Repubhk Indone51a Nomor 5679), :

8 V'Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang .

Repubhk Indone51a Nomor 5272),

| :._.‘”‘Undang Undang Nornor v 23 Ta.hun:";;'2014 tentang',vf' L

‘:*_’:Indonema Tahun 20 14 Nomor 244 Tainbahan Lernbaran”': .

’Ef»Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587) sebagalmana SRS

iUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua N
"f'»:ﬂfiv.fAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang, IR ;
;ﬁr’Nega:a Republlk': R

"'i:"b,_::»Indonesm Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran -

! ,b-,Hlbah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indone31a - o
:ﬁjTahun 2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara

"v»"':'?‘Perat“ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 R
“ tentang Pedoman Pengelolaan Keuﬁlngan' Daerah e L

; ':, sebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr dengan - s

| Peraturan Menterl Dalam Negen Nornor 21 Tahun 201 IR

| i;_‘tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menterl Dalam o

i'jiNegen Nomor 13 Tahun 2006

5 b-vv."::Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor 32 Tahun 2011 TS

fid tentang Pedoman Pemberlan Hlbah dan Bantuan 8031a1 R

“Daerah - ebagalrnana telah dlubah beberapa kah”f_f

»tentang Pedoman Pemberlan Hlbah dan Bantuan Sosial :

;ﬂ.»fyang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja o

e terakhlr., dengan Peraturan Menter1 Dalam Negerl I\IOH’-OI’.]"T DR
".f*{:_123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 32 Tahun 2011»‘)‘, el

yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belanjaih';. B




DT

o f' 120 Peraturan Menter1 Hukum dan Hak Asa31 Manu31a Nomor R

| 11 Peraturan Menten Dalarn Negen Nomor 33 Tahun 2012' .
tentang o Pedoman Pendaftaran S Organ1sa31 R
‘ f’:; Kemasyarakatan dl hngkungan Kementerlan Dalam Negen |
B dan Pemerlntah Daerah | | |

. 6 'I‘ahun 2014 tcntang Pengesahan Badan Hukum
“'Perkumpulan, R |

e :LleS.’_Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10'»‘

Mgﬁéfapkan |

fTahun 2018 tentang Hlbah dan Bantuan Sos1al‘ N

Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar :

v:'Kabupaten Karanganyar Nomor 88)’ U T

MEMUTUSKAN

:'P'ERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBE'RIAN* o
| HIBAHDANBANTUANSOSIAL.

| BABI
KETENTUAN UMUM
IR Pasal 1

o Dalam Peraturan Bupatl 1n1 yang d1maksud dengan o o

1' Daerah adalah Kabupaten Karanganyar | T
. 2 Pemenntah Pusat adalah Prc&den Repubhk Indonemav S

yang memegang kekuasaan pemermtahan negara \ﬁ:»”

] [Repubhk Indonesxa yang dlbantu oleh Wak11 Presxden dan :

e v:menten sebagalmana d1maksud dalam Undang—Undang‘vt B

| Dasar Negara Repubhk Indones1a Tahun 19435.

3 Pemerlntah Daerah adalah Bupat1 sebagal unsur

- ‘_:_vvpenyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpln S

RN kewenangan daerah otonom

o f._:'4"."Bupat1 adalah Bupat1 Karanganyar

. ”bvNomor 88 (Lembaran Daerah K«':Ibul:k?lten Karanganyar o
1 ":Tahun 2018 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah, L

i pelaksanaan urusan pemermtahan yang v menjadr}-»'_ o



v B daerah ‘yang . mempunyax tugas menylapkan serta‘bi.;'_

o ’_ :';dlsmgkat RKA PPKD adalah rencana ker_]a dan anggaran o

s Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara Umurn"”_

B E "_Daerah -

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajlban":'.:':v;
:daerah dalam rangka penyelenggaraan pemermtahan‘
daerah yang dapat d1n11a1 dengan uang terrnasukv_{" o
dldalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan*_” -
'dengan hak dan kewa_]lban daerah tersebut o : ‘_ . _
Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah yang
. selanjutnya dlsmgkat APBD adalah rencana keuangan B
,' “»_,tahunan pemenntahan daerah yang dlbahas dan dlsetujul .
) ‘bersama oleh Pemenntah Daerah dan dewan Perwakllan
. Rakyat Daerah dan d1tetapkan dengan peraturan daerah N ‘
. ‘Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selan_]utnya" j' e
:b‘dlslngkat PPKD adalah kepala satuan ker_]a pengelola'f.,
) .keuangan daerah yang mempunya1 tugas melaksanakan o
v_iz-pengelolaan APBD dan bertmdak sebaga1 bendaharav_t,
':Humumdaerah e SR
Satuan - Kerja Pengelola : Keuangan Daerah yang:‘
f"selanJutnya dlsmgkat SKPKD adalah perangkat daerahv |
o pada Pemermtah Daerah yang melaksanakan pengelolaan?:vv_' |
'.':”‘APBD o , . lv :
. Satuan Kerja Perangkat Daéfan yang selanjutnya\ : " ,
vdlsmgkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemermtah ; -
Daerah selaku pengguna anggaran / barang _ - :
}'.“Tlrn Anggaran Pemermtah Daerah yang selanjutnya“’_’vv:_v'.j’v:
'dlsmgkat TAPD aclalah t1m yang d1bentuk dengan' L

_;keputusan kepala daerah dan dxplmpm oleh sekretarls"" S

. ;melaksanakan kebljakan kcpala daerah dalam rangka_:-f'
: penyusunan APBD Yang anggotanya terd1r1 dar1 pe_]abatg"“ o :
v-fperencana daerah PPKD dan pejabat lalnnya Sesual' o
- dengan kebutuhan ’ R

;Rencana Ker_]a dan Anggaran PPKD yang selanjutnya‘:

Dlnas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan “Aset




12.
- disingkat RKA-SKPD adalah dokumen pefencanaan dan

13.

14.

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya

penganggaran yang berisi program keglatan dan anggaran
SKPD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya
dlsmgkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan

- anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara
Umum Daerah. . o '

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selan_]utnya

B dlslngkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat

pendapatan dan belanja setlap SKPD yang dlgunakan

" sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran
15.

| Pemerintah Daerah_kepada pemerintah atau Pemerintah

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari

Dacrah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan

. orgamsas1 kemasyarakatan, yang secara spesifik telah
~ ditetapkan peruntukannya, ber51fat tidak wajib dan tidak

} menglkat serta tldak secara terus menerus yang

bcrtujuan untuk menunjang penyelcnggaraan urusan
Pemerintah Daerah. ' |

.Bantuan Sosial adalah pembenan bantuan berupa

uang/ barang dari Pemenntah Daerah kepada individu,

‘keluai‘ga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya

~ tidak secara terus menerus dan selekuf yang bcrtujuan

untuk mehndung1 dan kcmungkman ter_]admya resiko

sosial.

. Bantuan Operas:onal Sekolah Daerah yang selanjutnya '

dlsmgkat dengan BOSDA adalah dana yang dlgunakan

terutama untuk btaya non personaha bagi satuan

pendldxkan dasar sebaga1 pelaksana program WaJ1b belajar

| dan dapat dlmungkmkan ‘untuk mendanai beberapa

keglatan lain sesuai ketentuan perundang—undangan



18 Resﬂ{o SOSlal adalah keJadlan atau penstlwa yang dapat o

memmbulkan potens1 terjadlnya kerentanan soswﬂ yang

BN fterpuruk dan tldak dapat hldup dalam kOl’ldlSl WaJar

R l9‘."Naskah PerJanjlan Hlbah Daerah selanjutnya dxsmgkat'.‘.b' o

| ‘Pemenntah Daerah dengan penenma I—I1bah

R masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan R

- dltanggung oleh 1nd1v1du keluarga kelompok dan/ataui_,"- S
masyarakat sebageu dampak kI'lSlS sos1a1 kr1s1s ekonom1 N f» -
: ‘kr131s pohtlk fenomena alarn dan bencana alam yang _]lka"‘;“}“:,_;.: o

tldak dlbenkan belanja Bantuan Sos1a1 akan semakm
."NPHD adalah naskah perJanJ1an H1bah yang bersumbcr -
o y‘_,darl Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara':

;'Organlsam Kemasyarakatan yang selanjutnya dlsebut- SRS

e ;Ormas adalah orgamsa31 yang d1d1r1kan dan dlbentuk oleh »:.”

aSplI'aSI, kehendak kebutuhan kepentlngan, keglatan,";‘f o

vz;dan tujuan untuk berpartlslpas1 dalam pembangunan“-’v"_:" S

= Indonesxa yang berdasarkan Pancasﬂa :': o g o B

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

e Ruang llngkup Peraturan Bupatl 1n1 mehputl penganggaran e

R ;pertanggung;awaban serta ‘momtormg dan evaluasi,'

- 'pembenan H1bah dan Bantuan Sosml yang bersumber dal‘lb':.:

S ‘APBD

Pasal 3

berupa uang, barang, atau jasa

dapat berupa uang atau barang

_.,:.f’_‘deml tercapamya tu_]uan Negara Kesatuan Repubhk S

'pelaksanaan f[,da penatausahaan pelaporan »dan S

(1) Hlbah sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 2 dapat‘i‘ e o

o (2) Bantuan Sosml sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 2: .

o :f (3) D1kecua11kan dan ketentuan Pasal 2 adalah Hlbah danv;'_-' e

pada Petunjuk Pelaksanaan/ Petunjuk Tekms tersendm

Bantuan Sos1al yang bersurnber dari APBD yang berasal SR |

dan Pemerlntah/Pemermtah Prov1n81 yang berpedomanv o



o

BAB III
HIBAH
Baglan Kesatu »
: Umum '  TR
Pasal 4

Pemermtah Daerah dapat membenkan Hlbah sesuali- _

N kemampuan Keuangan Daerah
@

o d11akukan setelah mempnontaskan pemenuhan belanja.‘ o

Pcmberlan H1bah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) | ‘,

3 o : " urusan Wajlb dan belanja urusan pzllhan
e

’f_;';udltujukan untuk menunjang pencapalan sasaran.-

Pembenan Hlbah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1):'__ o

e program dan keglatan Pemermtah Dacrah sesual urgenslﬂ o
| dan  kepentingan  dacrah  dalam  mendukung

a .-'vv:terselenggaranya fung51 pemenntahan, pembangunan.\v _
" dan kemasyarakatan dengan : memperhatlkan asas R
--.t.v_v-:“‘keadllan, kepatutan, rasmnalltas, dan manfaat untuk L

- memenuh1 krlterla pallng sedlklt

Pembenan Hlbah sebagalmana d1maksud pada ayat (1)’ B :',

N ‘a. peruntukannya secara spesﬁik telah d1tetapkan  ’ N

b. | bersﬂat tldak wa_ub tldak menglkat dan _ e
|  : c ,tldak terus menerus setlap tahun anggaran kecuah
o :1)} kepada pcmenntah pusat " dalam e rangka 3 " {

O mendukung penyelenggaraan Pemerlntah Daerahf‘"y, N

. vuntuk keperluan mendesak sesuai dengan

:':ketentuan peraturan . perundang-undangan,“

dan/ atau

_2) ‘,:dltentukan laln oleh peraturan perundang— ’ o
o ?'undangan | | ,' RNt o e
o bd'."vvmembenkan n11a1 manfaat bagl Pemermtah Daerahl- oo

“dalam o mendukung . terselenggaranya fung51 e S
pemermtahan pernbangunan, dan kemasyarakatan,’> SN

e memenuhl persyaratan pener1ma Hlbah o



Pasal 5

B :Hlbah dapat dlbenkan kepada Tl

a.

_.,»;Badan Usaha M1I1k Negara atau Badan Usaha Mlllk‘ o
}ﬁfDaerah dan/atau S o c o

e

:_Pemermtah Pusat

Pernerlntah Daerah Lam, | TR

Badan Lembaga, dan Ormas yang bcrbadan hukum

Pasal 6

»:H1bah kepada Pemermtah Pusat sebagalrnana dlmaksudﬂ-v’v o
: 'dalarn Pasal 5 huruf a dlberlkan kepada satuan kerJa o
.fﬂf*_:darl kernentenan/ lembaga pemenntah non kementenan R

o yang w1layah ker_]anya berada dalam daerah yang;..~,_”’

e : »bersangkutan

e ('}2)’,'H1bah kepada Pemcrlntah Daerah Laln sebagalmana;":'t-v
| d1maksud dalam Pasal 5 huruf b dlberlkan kepada
"daerah otonorn baru _ hasﬂ pemekaran dacrah_:
) sebagaurnana _; _dxamanatkan_ ,pera}turan}._ Pcru'n d?lng{ o
. ,..v,”:“undangan | S - o : ‘
(3) Hibah kepada Badan Usaha M111k Negara sebagalmana N
S o ."'dlmaksud dalam Pasal 5 huruf c d1ber1kan dalam rangka;f S

untuk menmgkatkan pelayanan kepada masyarakat;"if

) “"»bsesua1 : dengan | ketentuan peraturan perundang-j

R 'undangan o
o xffldlmaksud dalam pasal 5 humf c dlberlkan dalam rangka' CAP

Hlbah kepada Badan Usaha Ml]lk Daerah sebagalrnana o

b"'-';-:vi”-‘.untuk menemskan Hlbah yang d1ter1ma Pemermtah:'-"

“_»j_v‘ngaerah dar1 Pemermtah Pusat sesual dengan ketentuan‘w L
peraturan perundang-undangan ' ' |
©

Hlbah kcpada Badan - dan’ Lembaga Sebagaimaiia; o
” ':,;'d1maksud dalam pasal 5 huruf d dlbenkan kepada: -

i Badan dan Lembaga

- a yang ber81fat mrlaba Suka.ll’é,léi‘dan"ISOSial‘ ‘yang e
dlbentuk berdasarkan ﬁeraturan »f».bpembnlda'ng_ﬂ o

o undangan S



" b. yang bersifat nirlaba“""véukafélva dan sosial yang telah

(6)

' mem111k1 Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan

oleh Menterl Dalam Negeri, Gubcrnur atau Bupatl

C. yang bersifat nirlaba, sukarela dan }sosaal :
kemasyarakatan- berupa‘ ‘kelompok 'masyarakat/‘
kesatuan-kesatuan = masyarakat hukum = adat .
sepanjang masih - hidup ‘dan  sesuai dengan
‘perkembangan inasyarakat dan keberadaannya .
diakui oleh pemermtah pusat dan/ atau Pemerintah
Daerah “melalui pengesahan atau penetapan dan:
plmpman instansi vertikal atau kepala SKPD terka.lt
sesuai dengan kewenangannya, dan ’

d. koperasi- yang didirikan berdasarkan ketentuan
pératurén perundang-undangani ‘dan memenuhi
kI‘ltCI'la yang ditetapkan oleh Pemerlntah Daerah
sesuai dengan kewenangannya ' '

Hlbah kepada Orrnas yang berbadan hukum Indonesia

sebagamlana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan

kepada Ormas - yang berbadan hukum- Yayasan

/berbadan - hukum Perkumpulan  yang telah

mendapatkan pengesahan  badan  hukum  dari

kementerian Yang membidangi urusanv hukum dan hak -

- asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

@

Hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, N
sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok

masYarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

adat :sebagaima'na ‘dimaksud pada ayat (5) huruf ¢

i

termasuk didalamnya hibah bidang keagamaan.

‘ ) Pasal 7 N
Hlbah bldang keagamaan sebagmmana dlmaksud dalarn‘ ;

- Pasal 6 ayat (7) dapat diberikan kepada Iembaga

~ a. tempat ibadah mehputl : mas_]ld/ rnushola/ langgar,

gereja/ kapel pura, v1hara/ kIenteng, majehs taklim

dan sejenisnya; dan

b Lembaga keagamaan.;



1(2) beah bxdang keagamaan dapat digunakan untuk:

|

a. pembangunan dan/ atau rehabllltasx tempat 1badah

dan majelis takhrn dan se_]emsnya

b. pengadaan sarana dan prasarana tempat 1badah |

maJells taklim dan sejenisnya; dan

c. mendukung keglatan pada lembaga keagamaan dan

sejenisnya.

~ |(3) Persyaratan hibah tempat ibadah :
| a. rekomendasi dari Kepala _Kantor Kementerian Agama;
b. memiliki Surat ljin Rumah Ibadah/Tanda Daftar

Tempat Ibadah/ IMB Rumah Ibadah atau dokumen

lalnnya yang sejcms,

. memiliki surat keterangan dom131h dan Kepala Desa/

Lurah setempat atau sebutan lainnya yang dllegallsa81
oleh Camat; | ‘

. memiliki susunan kepengurusan; dan

. propbsal yang Sekllrang' kurangnya memuat nama,

alamat, kegiatan, rencana anggaran biajra (RAB), dan

nomor kontak person.

"~ Pasal 8

Hibah kepada Badan dan Lembaga dlbenkan dengan

. persyaratan palmg sedlklt

(2)

a. memiliki kepengurusan yang jelas di Daerah;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala

desa setempat dan

. berkedudukan dalam \mlayah admlmstrasn Pemerintah

Daerah dan/atau badan dan Ilembaga yang
berkedudukan  di luar ~ wilayah  administrasi
Perherintah - Daerah dalam rangka menunjang -
pehcapaian sasaran prografn dan kegiatan Pemeriritah
Daerah pemberl Hibah.

‘Hlbah kepada Ormas sebagalmana dlmaksud dalam
Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling
sedikit:

~a.telah terdaftar pada kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi manusia;



- b.berkedudukan dalam »?vx:)vilayah administrasi Daerah;

dan

. ¢. memiliki sekretariat tetap di Daerah.

- Bagian Kedua
Batasan Hibah
| Pasal 9

(1) Pembatasan Hibah kepada Koperas1 sebagaimana

dimaksud dalam PasaI 5 ayat (5) huruf d dlatur sebaga1
benkut ’ '

- a. untuk Hibah berupa uang ’dibatasi‘ sampai dengan

Rp150.000. 000 00 (seratus lima puluh juta ruplah)

' - b, pemanfaatan Hibah berupa uang dilarang untuk

1) blaya operasional;

2) rehab/ pembangunan gedung kantor,

3) pembelian kendaraan, dan

4) pembehan aset tanah dan/ atau bangunan

' (2) Koperasi penenma H1bah sebagalmana dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhl kriteria sebagai berikut:

a.

rnerupakan Kopcra31 yang bcrkedudukan di Daerah;

koperasi telah berbadan hukurn mlmmal 2 (dua) o
'tahun yang dlbuk‘akan dengan fotokopl akta

}pendman dan keputusan tentang Pengesahan Badan
Hukum Kopera81,

telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
minimal 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut;

belum pernah mendapatkan bantuan dana sejenis

atau sudah pernah minimal 2 (dua) tahun

sebelumnya, yang dlbuktlkan , dcngan surat
pernyataan tertulis dari Koperasi yang bersangkutan;

memiliki perangkat .organisasi yang terdiri dari

- pengurus dan pengawas dengan periode yang masih

- berlaku dan dllegallslr oleh SKPD yang berwenang; -

f. mem111k1 daftar anggota yang jelas;

memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas,

‘serta sarana kerja yang memadai; .



h proﬁl kopera31 calon penenma Hibah yang bens1 data
kelembagaan, usaha, dan keuangan; o

i. mem111k1 rekening Bank yang - d1tunjuk oIeh
' Pemermtah Daerah, yang ma31h akt1f atas nama
koperasi; dan o .

j- memcnuhl persyaratan penerima_} Hibah sesuai

" dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ Bagian Ketiga

Péngénggaran

‘ Pasal 10

(1) Pemerintah Pusat, Pemermtah Daerah lain, Badan Usaha
Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan
Lembaga, serta Ormas sebagaimana dimaksud ‘dalam
- Pasal S menyampalkan usulan Hibah secara tertulis
kepada Bupati. | | o

'(2) Bupati menun_luk SKPD terkalt untuk melakukan
evaluasi usulan sebagaxmana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kepala SKPD terkait sebagaxmana dlmaksud pada ayat

| (2) menyampalkan hasil evaluasi berupa rekomendasi

kepada Bupatl melalui TAPD. ‘ )

(4) TAPD memberikan pertlmbangan atas rekomendas1

sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) sesua1 dengan

prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah

Pasal 11

(1) Rekomenda31 Kepala SKPD dan pertlmbangan TAPD

| sebagalmana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat
(4) menjadl dasar pencanturnan alokas1 anggaran Hibah
dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasx anggaran sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) mehputl anggaran Hibah berupa uang,

~ barang, dan/atau jasa.

' (3) Format Rekomendasi Képala SKPD dan pertlmbangan

TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum’

dalam Larnplran Peraturan Bupat1 ini.



(1)
(2)

)

(1)

()

(3)

:  Pasal 12 » : .
Hlbah berupa uang dlcantumka_n dalam RKA-PPKD.
Hibah berupa’ barang atau jasa dlcantumkan dalam
RKA-SKPD. ’

RKA-PPKD dan RKA SKPD sebageumana d1maksud pada

ayat (1) dan ayat (2) menjadl dasar penga.nggaran Hibah

dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 _

Hibah berupa uang sebagalmana d1maksud dalam Pasal
12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja h1bah dan N
rincian obyek belanja hibah pada PPKD. |
Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanJa hibah
sebagalmana dimaksud pada ayat (1) meliputi : ,
a. Pemerintah Pusat;

'b. Pemerintah Daerah Lam

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Mlllk’
.Dacrah dan/atau o o j

d. vBadan, Lembaga, dan Organ1sa31 Kemasyarakatan
- yang berbadan hukum Indoncsw. '

Hibah berupa barang atau jasa sebagalmana dimaksud |
dalam Pasal 12 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok |
belanja langsung yang dxformula31kan ke dalam program”
dan kegiatan, yang diuraikan -kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa
dan rincié.h oby‘ek’belanja hibah.barang' atau jé.éa yang

diserahkan kepada pihak ki:tiga /masyarakat pada SKPD.

Pasal 14

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, “alamat

penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran Peraturan

‘Bupati tentang Penjabaran APBD.



» Baglan Keempat
Pelaksanaan dan Penatausahaan
_y  Pasalls N .
i (1) Pelaksanaan anggaran Hlbah berupa uang berdasarkan'_: :
atas DPA-PPKD. o |

N (2) Pelaksanaan anggaran Hlbah berupa barang atau Jasa'; :
berdasarkan atas DPA-SKPD ' ' L

o Pasal 16

d1tandatangan1 bersama oleh Bupat1 atau PeJabat yang' v

| d1tunjuk dan penerlma Hlbah

"'(2‘)>NPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) palmg
| Sedlklt memuat ketentuan mengena1 )
o 'a 1dent1tas pemben dan penerlma Hlbah

. b tu3uan pembenan H1bah

: d1ter1ma, L

d hak dan kéWapban para plhak e
o e tata cara penyaluran/ penyerahan Hlbah dan i -
,' . 1 tata cara pelaporan Hlbah ' R

(3) Penandatanganan NPHD dlatur sebagal berlkut

o ruplah) d1tandatangan1 oleh Bupatl o R
b, ,N11a1 H1bah sampa1 dengan Rp50 000 000 - {11ma}_“v:f;'_“
o puluh Juta ruplah) dltandatangam oleh Kepala SKPD o

kecuah pada Sekretarlat Daerah d1tandatangan1 Olehv

A31sten Sekretans Daerah yang membldangl -

Pasal 17

| v‘ ':'f:‘:'Peraturan daerah tentang APBD dan peraturan buPatl |
1 t entang penjabaran APBD |

_(1) Setlap pembcrlan H1bah dltuangkan dalam NPHD yang o

e besaran/ r1n01an ’ pcnggunaan hlbah Yang akah? TR

a. N11a1 Hlbah leb1h dar1 RpSO 000 000 (hma puluh Jutav B

(4) Format NPHD sebagalmana tersebut pada ayat (1)@]

tercantum dalam Lamplran Peraturan Bupatl 1n1 S o

(1) Bupat1 menetapkan daftar penerlma h1bah beserta o
besaran uang atau Jems barang atau Jasa yang akan R

d1h1bahkan dengan Keputusan Bupatl berdasarkan SER



ol (2) Daftar penerlma h1bah sebaga1mana dlmaksud pada ayat “ e,

(1) menjadl dasar penyaluran/ penycrahan hlbah

(3) Pcnyaluran/ penyerahan hlbah dar1 Pemermtah Daerah P

kepada penerlma hlbah dllakukan setelah

penandatanganan NPHD

'(4) Pencmran h1bah dalam bentuk uang dllakukan dengan . : R

o mekamsmc pembayaran langsung (LS) sesua1 dengan*

B ketentuan peraturan perundang undangan

Pasal 18

‘Pengvad'aarjl barang dan Jasa dalam rangka h1bahg:’_?

St sebagalmana d1maksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman S Lo

:'pada peraturan perundang—undangan

Baglan Kehma o
Pelaporan dan Pertanggung]awaban
Pasal 19 |

o :.(1) Penerlma Hlbah berupa uang menyampalkan laporan "3

penggunaan h1bah kepada Bupatl rnelalul PPKD dengan ' -

tembusan SKPD terkalt

_(2) Penerlma Hlbah berupa barang atau Jasa menyampalkan” o

laporan penggunaan hlbah kepada Bupatl melalul Kepalaﬂj;

SKPD terkeut

(3) Format laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)  3’~ S

dan ayat (2) sebagalmana tersebut dalam Lamplran

Peraturan Bupatl 1n1 R P T

Pasal 20

o :: : (1) Hlbah berupa uang dlcatat sebagal reahsam Jems belanja-.‘ N

Hlbah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan

N (2) Hlbah berupa barang atau Jasa dlcatat sebagal reahsasl“"‘ S

~ obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan Jasaf{ e

N dalam program dan keglatan pada SKPD terkaJt

o v _ ‘ Pasal 2 1
(1) Pertanggung)awaban atas pemberlan Hlbah mehputl

E a. usulan dar1 calon penerlma Hlbah kepada Bupat1



b. Keputusan Bupatx tentang penetapan daftar penerlma ‘
Hlbah
c. NPHD; o . o ,
d. Pakta Integntas dan penenma hlbah yang menyatakan
bahwa Hibah yang dlterlma akan dlgunakan sesuai
""dengan NPHD; dan o ‘ |
e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang
atau bukti serah terima barang/ jasa atas pemberlan'
hibah berupa barang/ jasa. ‘
| ‘(2) Usulan dari ca.lon penerlma Hlbah sebagaimana -
dimaksud pada ayat,(l) khusus untuk Hlbah dari dana |
BOSDA kepada sekolah swasta/madrasah didasarkan -
'p‘ada alokasi Hibah yang vtelah ditetapkan sesuai dengan-
indeks blaya dan Jumlah siswa. = v -
(3) Format Pakta Integritas sebagaimana dlmaksud pada :

ayat (1) tercantum pada Lamplran Peraturan Bupatl ini.

Pasal 22 ‘
(1) Penerima Hlbah bertanggung Jawab secara formal dan |
material atas penggunaan Hibah yang dltenmanya.

(2) ,Pertanggungjawabanv penerima Hibah meliputi:
a. laporah pengglinaan Hlbah, ‘
b. surat pernyataan tanggung jawab yang meriyatakan ,
" bahwa Hibah yang diterima telah 'dig-tlﬁakaﬁ sesuai
~ NPHD; dan - ‘_
c-.fbuktl bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan perundang undangan bagi penerima beah
 berupa uang -atau | salinan bukti serah terimaf'_

‘barang/jasa bagi penérima Hibah berupa baraing/ jasa.

(4) Apablla sarnpau berakhlrnya tahun anggaran masih -

terdapat sisa dana hxbah yang belum dlpergunakan,

maka penerima Hibah wajib menyetor kembali sisa dana

hibah ke rekening Kas Daiérah Kébupateﬁ'Karahganyar.'
(5) Format surat pemyataah tanggung jawab sebagaimana
. dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagaimana dimaksud

paida Lampiran Peraturan Bupati ini.



,(6) Kelengkapan ‘dokumen  pertanggungiawaban

jvscbagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf e

b dlsarnpa1kan kepada Bupatl pallng lambat tanggal 10 g

N (sepuluh) bulan Januarl tahun anggaran berlkutnya =

| kecuali dltentukan 1a1n sesua1 pcraturan perundang—

sjibz.undangan o

- '(7_)“Kelengkapan ; dokumen pertanggung]awaban:]:.11
| 'sebagannana dlmaksud pada ayat ) huruf c d131mpan e

| 'vdan dlpergunakan oleh penerlma H1bah selaku obyekﬂ |

- pemerlksaan

Pasal 23

:i"'(i)‘Reahsam Hlbah chcantumkan pada laporan keuangan‘_f ’} :

- '_‘Pemerlntah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan

(2) : H1bah berupa barang yang belum dlserahkan kepada :
| penenma H1bah sampaJ dengan akhlr tahun anggaran'_r' o

R berkenaan dllaporkan sebagaI persedlaan dalam neraca

Pasal 24

R _-»(1) Reahsam , Hlbah berupa barang dan/atau :jéisva’j
dlkonver51kan sesuau standar akuntans1 pemenntahan - S

pada laporan reallsa31 anggaran dan dlungkapkan pada_-:;'.?_ S

catatan atas Iaporan keuangan dalam penyusunan' o

laporan keuangan Pemermtah Daerah

- _, (2) Format . konver31 dan Pengungkapan Hlbah berupav S

barang dan/ atau jasa sebagalmana dlmaksud ayat (1)_., B

tercantum pada Lamplran Peraturan Bupat1 ml v

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bag1an Kesatu -
. Umum R .
Pasal 25

(1) Pemermtah Daerah dapat membenkan Bantuan Sosw.l

kepada anggota/ kelompok f masyarakat : ~sesuai - :

» kemampuan Keuangan Daerah R



L ’:(2) Pembenan Bantuan Sosual sebagalmana dlmaksud pada o

o ayat (1) dllakukan setelah mempnorltaskan pemenuhan -

o . jf?'vbelanja urusan wa_|1b dan urusan p111han dengan v.

1 ‘memperhatlkan asas keadllan kepatutan, raswnahtas";j U

":fi'v',v‘dan manfaat untuk masyarakat

Pasal 26

- }Anggota/ kelompok ) maSYarakat sebagalmana dlmaksudv‘-} o

o ’dalam Pasal 25 ayat (1) mehputl

la: 1nd1v1du keluarga, ‘dan/ atau masyarakat yang mengalaml, e

keadaan yang tldak stab11 sebagal aklbat darl kl‘lSlS sosml T

N ekonoml, pOlltlk bencana atau fenornena alam agar dapat o

memenuh1 kebutuhan hldup mxnlmum

" ‘:, b. lcmbaga pemenntahan :: bldang pendldlkan

keagamaan,_ dan bldang Iam yang berperan untukvff )

mehndung1 1nd1v1du, kelompok dan/ atau masyarakat dar1 _f_ R

kemungklnan ter_]admya Resxko SOSIal

Pasal 27

.‘(1) Bantuan 8051a1 berupa uang kepada 1nd1v1du dan/ atau'x"'.;" ‘

,jj‘keluarga sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 26 huruf a, o

o .fterdlrl dar1 Bantuan Sosml kepada 1nd1v1du dan/ atauﬁ_. o

",_"?’keluarga yang dlrencanakan dan yang t1dak dapatf‘

e " »d1rencanakan sebelumnya

.'(’2)» .Bantuan Sos1a1 yang dlrencanakan 'sebagalmana - "

dlmaksud pada ayat (1) dlaloka81kan kepada 1nd1v1duv L

| . dan/ atau keluarga yang sudah _]elas nama, a]amat

1 Apenerlma dan besarannya pada saat penyusunan APBD

v 1@ Bantuan Sosnal yang dlrencanakan R sebagalmana:‘ o

. dlmaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dan calon f -
- 'j.f 'penerlma dan/ atau atas usulan kcpala SKPD | '

(4) ) Jumlah pagu usulan kepala SKPD sebagalmana

dlmaksud pada ayat (3) pahng t1ngg1 50% ,(llma puluh -

1 persen) dan pagu Bantuan Sosual yang berdasarkan S

L '_;f_vv:-usulan dan calon penerlma Conow




)

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang

~ tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD

 yang - apabila - dltunda ‘ pehanganannya akan

(6)

d

menimbulkan Remko Sosxal yang lebih besar bagl.
individu dan /atau keluarga yang bersangkutan

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat d1rencanakan
sebelumnya sebagalmana dimaksud pada ayat (5) t1dak
melebihi pagu ‘alokam anggaran Yyang direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

, Pasal 28
Pemberian Bantuan Sosial sebagaJmana dlmaksud dalam

Pasal 25 ayat (1) memenuhi kr1ter1a pallng sedikit:

- a. selektlf

@

b. memenuhi persyaratan penerima bantilan;

c. bersﬁ'at sementara dan tidak terus menerus, kecuah
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan,

d. sesuai tujuan penggunaan

Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan

kepada calon penerima yang ditujukan untuk mehndung1

~dari kemungkman Resiko Sosial.

3)

)

Krltena persyaratan penenma bantuan sebaga_lmana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas dibuktikan dengan foto
kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga
(KK); | : o

b. berdomisili dalam w1layah Dacrah dlbuknkan dengan
Surat Keterangan Lurah/ Kepala Desa setempat.

Kriteria bersifat sementara dan tldak terus menerus

sebagalmana d1rnaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan

bahwa pemberlan Bantuan Sosial tidak wajib dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran. :



(5)

|6

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagalmana -
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa
Bantuan Sosml ‘dapat diberikan setiap tahun anggaran
sampai pénverima}bantu'an telah-lepas dari Resiko Sosial.
Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana
dlmaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tu_]uan pemberian

- Bantuan Sos1a1 meliputi:

a. rehablllta31 sosial;

b. peflindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

_ d. jaminan sosial;

(1)

e. penanggulangan kemiskinan; dan

f. penanggulangan bencana.

Pasal 29

Rehabllxtam sosial sebagaumana dlmaksud dalam Pasal

28 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan

mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami

’ disfungsi ' sosial ~agar dapat melaksanakan fungsi

@

SOSialnya secara wajar. |
Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan

 menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial

seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar

- kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan

3)

kebutuhan dasar minimal. |
Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (6) huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan

- seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami

‘masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu

- memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4)

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28

ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga

- untuk menjamin penerima bantuan agar dapat

' memenuh1 kebutuhan dasar hldupnya yang Iayak



(5) Penanggulangan kemxskman sebaga.lmana chmaksud
dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tldak
dapat‘ memenuh1 kebutuhan yang layak bagl
kemanusiaan. - A

| 6) _Penanggulangan béncana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan Serangkaian upaya
yang ditujukan untuk rehabilitasi. |

| o ~ Pasal 30 B

j (1) Bantilan’Sosiéi dapat berupa uémg atau baréng yahg‘
diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

- (2) Bantuan Sosial ‘berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah uahg yang diberikan secara
1ahgsurig kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengeldlé yaAtirnv piatu, nelayan miskin, |
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjangan kesehatan putra-putn pahlawan yang t1dak
mampu ’ ' ’

(3) Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (l] adalah ~barang yang diberikan secara
langsung kepada penerlma seperti bantuan kendaraan
operasmnal untuk sekolah luar biasa swasta dan
masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada
yatirn piatu/tuna  sosial, ternak  bagi kelompok

masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran
'Pasal 31 |
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan

tertulis kepada Bupati.




1 @)
(3)

(4)

(@)

Bupat1 menunjuk SKPD terkait' untuk melakukan
verifikasi usulan tertulis sebagalrnana dimaksud pada |
ayat (1). v »
Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) menyampaikan hasil evaluasi berupé rekomendasi
kepada Bupati melalui TAPD. v |
TAPD memberikan pertimbangan atas rekomeridasi
scb}agaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 32 |
Rekomendasi kepala SKPD dan pertlmbangan TAPD
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat

(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran

‘Bantuan Sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

@

©

e
@
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(1)

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud |
pada ayat (1), meliputi anggaran Bantuan 8031a1 berupav
uang dan/atau barang

Format »Rekomenvdam Kepala SKPD dan pertimbangan
TAPD sebagaiman_a dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran’ Pe_raturaﬁ Bupati ini.

Pasal 33
Bantuan 8031a1 berupa uang dicantumkan dalam RKA-
PPKD. | v
Bantuan Sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-
SKPD. ” | |
RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat‘ 2 nﬁenjadi dasar penganggaran
Bantuan Sosial dalam APBD sesual peraturan

perundang-undangan

, Pasal 34
Bantuan Sosxal berupa uang dianggarkan -dalam
keIompok belanja tidak langsung, Jems belanja Bantuan
S_osxal, obyek belanja Bantuan Sosial, dan rincian obyek
belanja Bantuan Sosial pada PPKD. '



“ i»

(2) Objek belanja ‘-Bantuan Sosial dan rincian objek belanja

Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:. - | | |

a. individu dan/atau keluarga;

b masyarakat; dan

c. lembaga non pemerintahan. -

(3) Bantuan Sosial bcrupa barang dlanggarkan dalam
kelompokv belanja langsung yang diformulasikan ke
dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam

~jenis beIanja.barang dan jasa, obyek belanja Bantuan
Sosml barang dan rincian obyek belanJa Bantuan Sosial
barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/
masyarakat pada SKPD ' '

Pasal 35

' Bupatx mencanmmkan daftar nama penenma, alamat

penerima dan besaran Bantuan Sosial dalam Lampiran
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD, tidak termasuk
Bantuan Sosial kepada individu dan/atau keluarga yang

tldak dapat direncanakan sebelumnya

- . Bagian bKetigAa
- Pelaksanaan dan Penatausahaan
| Pasal 36 | »
(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sos1al bcrupa uang
berdasarkan atas DPA-PPKD. ’
(2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosial berupa barang
berdasarkan atas DPA-SKPD.

| Paszil 37 |
(1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran
Bantuan Sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan
Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati
tentang penjabaran APBD. '
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(2)

(3)

(4)

(5)

' ‘_ (6)

Penyaluran dan/atau 'penyerahan Bantuan Sosial

. dldasarkan pada daftar penerlma Bantuan Sosial yang

tercantum dalam Keputusan Bupati s_ebagaxmana
dimaksud pada ayat (1),vkecuah Bantuan Sosial képada
individu dan/atau keluarga yang tidak dapat

d1rencanakan sebclumnya sebagannana dimaksud dalam

Pasal 27.

Penyaluran/penyerahan Bantuan Sosial kepada individu
dan/ atau keluarga yang tidak dapat direncanakan
sebelumhya éébégaimana _dimaka_id dalam Pasal 27
didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat

keterangan dari pejabat yang berwenang serta mendapat

persetujuan kepala daerah setelah dlvenﬁkasl oleh SKPD

terkait. ,

Pencairan Bantuan Sosial berupa uang dllakukan
dengan cara pembayaran langsung (LS)

Dalam hal Bantuan Sosial berupa uang dengan nilai
sampai dengan Rp.S.OOO,'OO0,00 (lima juta rupiah),'
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme
tambah uang (TU).

Penyaluran vdan'a " Bantuan Sosial kepada penerima
Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
d11engkap1 dengan kultansn bukt1 penerimaan uang

Bantuan Soswl.

Pasal 38 =

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka Bantuan Sosial
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman

pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

" Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 39 '

{1) Penerima Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan

laporan pcnggunaan Bantuan Sosml kepada Bupatlv
melalui PPKD dengan tembusan Kepala SKPD terkait.



“ip

()

Penerima Bantuan Sosxal berupa barang menyampalkan-

~ laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupau

~(31'

melalui kepala SKPD terkalt

Format laporan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)‘

- dan ayat (2) scbagalmana terscbut dalam Lampiran

(1)

~ Peraturan Bupati ini.

| Pasal 40
Bantuan Sosial berupa uang dicatat. sebagai realisasi

jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun

~anggaran berkenaan.

(2)

(1)

Bantuan Sosial berupa barang dlcatat sebaga1 realisasi
obyek belanja Bantuan So_mal pada jenis belanja barang

dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal 41
PPKD membuat rekap1tu1a51 penyaluran Bantuan Sosial

kepada 1nd1v1du dan/ atau keluarga yang tidak dapat

.d1rencanakan sebelumnya sebagalmana dimaksud dalam

Pasal 27 paling lambat tanggal 5 (llma) Januari tahun
. anggaran benkutnya ‘

(2)

(1)

Rekapitulasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (1)
memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan
Sosial yang diterima oleh masing-masing individu

dan/atau keluarga.

Pasal 42

Pertanggungjawaban pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. usulan/permintaan tertulis - dari calon penerima

Bantuan Sosial atau surat keterangan dan pejabat

yang berwenang kepada Bupatl,

~ b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima

Bantuan Sosial disertai nama dan alamat yang jelas

penerima bantuan serta peruntukan bantuan;

* c. Pakta Integritas dari penerima Bantuan Sosial yang

menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima

akan digunakan sesuai dengan usulan; dan



(O] J

) d. bukti transfer/ kultanSI penyerahan uang atas
pemberian Bantuan Sosial berupa uang bermaterai |
cukup atau bukti serah terima barang atas pemberian
Béntuan Sosial berupa barang .

(2) Kelengkapan ~ dokumen Pertanggung]awaban

sebagaimana dxmaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf
c dlkecuahkan terhadap Bantuan Soswl bag1 individu
~ dan/ atau keluarga yang tldak dapat d1rencanakan

. sebelumnya . '

(3) Pakta Integntas sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

, Pasal 43 ) | -
(1) Penerima Bantuan Sosial beftanggdngjawab secara
formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial
 yang diterimanya. | ' o ’
(2) Perta_nggungjawaban penerima Béntuan Sosial meliputi:
- a.laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima
Bantuan Sosial; _ | '

b. surat pemyataan tanggung]awab yang menyatakan
bahwa Bantuan Sosml'yang diterima telah digunakan
sesuai dengan usulan, dan |

- ¢. bukti-bukti pengeluaran yang Iengkap dan sah sesuai
peraturan  perundang-undangan  bagi penerima
Bantuan Sosial berupa _uang atau salinan bukti serah
terifna barang bagi periérima Bantuan Sosial berupa
barang. | S

(3) Pertanggung]awaban sebagalmana d1maksud pada ayat

(2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati

paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

| berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan

perundang-undangan

(4) Pertanggungjawaban sebagalmana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢ disimpan dan dipergunakan oleh penerima

- Bantuan Sosial selaku obyek petﬁeriksaan.




LY

" (5) Format surat pernyataan tanggung Jawab sebaga1mana i o
' dlmaksud pada ayat (2) huruf b sebagaumana Lamp1ran PEEE

R ,Peraturan Bupat1 1n1

Pasal 44

1(1) Reahsasx Bantuan Soswd dlcantumkan pada Iaporan |

o berkenaan o

| (2“)-Bantuan Sosxal berupa barang yang belum dlserahkan_

hl ’»'vkepada penerlma Bantuan 8031a1 sampa1 dengan akhlr '

'.tahun anggaran berkenaan dllaporkan .sebaga1

.persedlaan dalam neraca

Pasal 45

o j(l)"Real1sa31 Bantuan 8031a1 berupa barang d1konver31kan .

»1aporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan .

| ) Pemerlntah Daerah

L (2) v/Format konver31 dan pengungkapan Bantuan 8031a1

B berupa barang sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) :

o ;‘tercantum pada Lamplran Peraturan Bupat1 ini.

R BAB V »
MONITORING DAN EVALUASI
” Pasal 46 " ’

v ':(1) SKPD terkaut melakukan momtormg dan evalua51 atas

pembenan Hlbah dan Bantuan Sos1a1

. (2) Dalam rangka pelaksanaan momtormg dan evaluam -

pembenan Hlbah dan Bantuan Soswl sebagmmana

| T1m Monltormg dan Evaluasx Dl

SN Hasil - momtorlng dan evalua31 sebagalmana dlmaksud- o

 § pada ayat (1] dtsampalkan kepada Bupat1 denganj.:
tembusan kepada SKPD yang mempunyal tugas dan -

fungs1 pengawasan

*-.fkeuangan Pemermtah Daerah dalam tahun anggaran _' P

..'sesuax standar akuntan51 pernermtahan pada laporan o

o reahsa81 anggaran dan d1ungkapkan pada catatan atas - o

d1maksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat membentuk : e



-
s

BABVI
KETENTUAN PENUTUP
LT . Pasal47 |
| Peraturan Bupati  ini mulai berlaku Pada tanggal o

| dlundangkan

| Agar Sctlap orang":" meflgéfahuinsfa, brﬁém'éx"intahkan o
. pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya | .

dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

D1tetapkan di Karanganyar o
pada tanggal N3 "E&@WM/} QZ(?D(D
_BUPATI KARANGANYAR b
TTD S o
,JULIYA'I‘MONO .

‘D1undangkan di Karanganyar o | o B R
 padatanggal G ’F%W'“" °Z’O°w E
',_SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR IR PR I

- TTD | |
-VIE’SUTARNO T R S
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUNO‘OJONOMOR 4 6

Sallnan sesuai dengan aslmya - v




V,LAMPIRAN S R
R PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ NOMOR /6 TAHUN owoLO
~ TENTANG | | .
' PEDOMAN PEMBERIAN 'HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER

T " ~ BELANJA DAERAH
R ,.‘?.VA FORMAT BERITA ACARA EVALUASI HIBAH E BERUPA UANG

" : " BERITA ACARA EVALUASI o ST
USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN cerenne

H1bah Kepada Pemermtah/ Pemenntah Daerah Lalnnya / Badan Usaha Mlllk

- ‘Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*

» B1dang - " : perekonomian/pendidikan/kesehatan/ keagamaan/ kesenlan/ adat
o S - 1st1adat/ keolahragaan non profesmnal(*)
- SKPD Yang Mengevaluasx . |
" I. EVALUASI

" A. DATA PROPOSAL
- '1. Nama Organisasi/ Kelompok

2. Alamat Organisasi/ Kelompok
3. Ketua / Pengurus/ Pemohon

,‘ 4. Loka31 kegzatan

. Volume keglatan"lf.: |

' ,.,_JA;.B Tim Evaluasi
L Nama -

: ' 7.'].: Keterangan Lamnya

- NIP t
- Jabatan  :
2 Nama
- NIP
Jabatan ‘
'3. Nama .
- NIP - ’
Jabatan : . - . P . o : .
- »Berdasarkan evalua31 baJk admlmstras1 maupun lapangan yang dllaksanakan pada o

DARI ANGGARAN  PENDAPATAN ~DAN

“tanggal....coooeennenn S .. bertemu ~ dengan I ... e PR

. }selaku...'...;.;...;‘.......;'.; ..... ververieeenihasilnya adalah sebagai benkut

" 1.. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)

2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ tidak Iengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *) -

4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesax dllaksanakan *)

5. . Manfaat keglatan ' e : :

.......................................................................................................................................

e 6.  Kegiatan -tersebut menunjang I tidak menunjang *)pencapalan sasaran program dan' ‘
*kegiatan pemerintah daerah S R : L

.........................................................................................................................................

- .'n REKOMENDAST

e 'Berkenaan dengan hal tersebut proposal dlmaksud oleh 'I‘1m Evalua51 dinilai Iayak/tidak

- - layak*) untuk diberikan bantuan hibah sebesar Rp Cheeenes ereraeaderecrirenadaran
'~ Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dlpergunakan sebagalmana mestmya L
F - Mengesahkan, - ,
L 'Kepala SKPD FOU SOOI
LT NIP o
“‘Keterangan SO o

o *) coret yang tldak perlu




: USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN e .

- A. DATA PROPOSAL
1. Nama Orgamsam/KeIompok
2. Alamat Organisasi/ Kelompok
. 3.Ketua / Pengurus/ Pemohon ¥
iy Lokas1 keglatan : :

4. Volume keglatan‘vf.f' T

L8, Jumlah Bantuan L U iRp.e |
' B Tim Evaluasi
" ~1. Nama i
- NIP
‘ Jabatan
-2 Nama

- 3. Nama

. : B FORMAT BERI’I‘A ACARA EVALUASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA

BERITA ACARA EVALUASI L

o beah Kepada Qi : Pemenntah/ Pemenntah Daerah Lamnya / Bada.n Usaha M111k

Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*-

. perekonomian/ pendldlkan/ kesehatan/ keagamaan/kesenlan/ adat ', B |
i 1st1adat / keolahragaan non profeswnal(*) - o
o SKPD Yang Mengevalua51 | |
- I, EVALUASI '

NP
Jabatan i R

- NIP .
~ Jabatan |

. Berdasarkan evaluasx baxk admlnlstra31 maupun lapangan yang dllaksanakan pada;‘ -

tanggal.....c.overerierrenneeeneee iereanens - - bertemu - [dengan SOt el Ceserennes Ceedussinersenasneneass

- selaku.....ccoverrieerirersersesienennnn, s hasilnya adalah sebagai benkut

1. Kriteria pemberian hibah memenuhxl tidak memenuhi kriteria *) ' '
. HKeIengkapan administrasi penerima hibah sesual perbup lengkap [/ tidak lengkap *)
. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *) -

2
© .+ 4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dlmulai / selesai dllaksanakan *)

. Manfaat keglatan

R R I I O T L R R R R T PR T Y

.........................................................................................................................................

o 6 Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *)pencapalan sasaran program dan

.' \

.. kegiatan pemerintah daera.h

. 7 Keterangan Lainnya:

.................................................................... deseavsroscornererssossnssnssensosrsassoaneoossnsrnnsasaocannnsanane |

IL. REKOMENDASI e L o

Berkenaan dengan hal tersebut proposal dlmaksud oleh T1m EvaluaSI d1n11a1 layak/ tldak

' layak 0 | | |

,_untuk dlbenkan bantuan , hlbah barang . .v:bevn‘;pa : seJumlah

' ’,*) coret yang tldak perlu o

--------------------------------------------------

- Demlklan benta acara evaluasx 1r11 d1buat untuk dapat dlpergunakan sebagalmana mestmya

Mengesahkan, v ‘

 Kepala SKPD ..ccvvvuvnnsnsinssssissss
LT ; NIP. . iiivicriemineenenrerreiencnrenses
- .':Keterangan E




= c FORMAT BERITA ACARA EVALUASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

: I BERITA ACARA EVALUASI R '
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN
- Bantuan Sosml Kepada - Pemenntah/ Pemermtah Daerah Lamnya / Badan Usaha Mlllk
_ R : - Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan * :
o Bldang PR perekonomlan/pendxdlkan/kesehatan/ keagamaan/keseman/ adat
: o 1st1adat/keolahragaan non profesxonal("

B SKPD Yang Mengevaluasx

I EVALUASI .

 A. DATA PROPOSAL

1. Nama Organisasi/Kelompok -f.‘ﬁi: e

' 2. Alamat Organisasi/Kelompok -
3. Ketua / Pengurus/ Pemohon s
4. Loka31 keg1atan : ‘ ol

:4 Volume keglatan -

5, JumlahBantuaniﬁ .- _:Rp.
. B. Tim Evaluasi
- 1-Nama . :
SOONP s
" Jabatan : ::
2. Nama -
. Jabatan ; -:
53. Nama-” fot
“NIP
. Jabatan . : . S : . v |
,Berdasa.rkan evaluas1 ba1k _administrasi maupun Iapangan yang dllaksanakan pada a

.- bertemu = dengan L ieesreeneeian sestene e
has1lnya adalah sebagai benkut : ‘

1. Kriteria pembenan hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)

. 2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ txdak lengkap *)
. 3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)

4, 'Kegiatan tersebut belum dlmulal I sedang dlmulai I selesai dilaksanakan *)

5 Manfaat keglatan .

Berkenaan dengan hal tersebut proposal dlmaksud oleh Tun Evaluasx dimlai layak/tidak :

layak*} untuk diberikan bantuan sosial sebesar Rp. .....ccccocrervmecivrmenenencns
DemlkJan benta acara evaluas1 1ru dlbuat untuk dapat dlpergunakan sebaga:mana mestmya

i MengeSahkan, e
Kepala SKPD .......... e

Ketcrangan

o ‘ *) coret yang txdak perlu



D. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA
' | - BERITA ACARA EVALUASI | |
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN

~ Bantuan Sosxal Kepada : Pemenntah/ Pemenntah Daerah Lainnya / Badan Usaha Milik
N o N Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*
Bidang ‘ : perekonomian/pendidikan/kesehatan/keagamaan/kesenian/adat
; istiadat/keolahragaan non profesional(*

SKPD Yang Mengevaluasi :
1. EVALUASI
A, DATA PROPOSAL
‘1. Nama Organisasi/Kelompok
2. Alamat Organisasi/Kelompok
3. Ketua / Pengurus/ Pemohon -
4. Lokasi kegiatan

4. Volume kegiatan i
5 Jurnlah Bantuan = -~ :Rp.

B. Tim Evaluasi
1. Nama @ :
~NIP
Jabatan -
2, Nama
‘NIP
“Jabatan
3. Nama -
-NIP
- Jabatan :
Berdasarkan evalua51 ba1k adm1mstras1 maupun lapangan yang dllaksanakan pada
tanggal....... [ bertemu = dengan D T deevreveriarressecmsscsssiasisecsresnnests
selakU..ccoveriereeiinurannennes crererrerenreas hasilnya adalah sebagai berikut + o
1. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ txdak lengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai ¥)
‘4, Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
S. Manfaat keglatan

S I IE TN EIECEOIIRIIARIRARCITOIIOIPIPIIRRSIARS VaseesessvesvressuntuRaOIce I Ty S E000M0IIAEIININIIININRAIARININOOOEEIONTIIIIIIOR saseres

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 1L REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dlmaksud oleh Tim Evaluam dinilai layak/tidak
layak *) ! o
untuk  diberikan bantuan  sosial barang berupa | veresesiiessersenenes sejumlah

..................................................

_Dcm1k1an berita acara evaluasx ini dibuat untuk dapat dlpergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkan,
Kepala SKPD ...ccevvevermennnnrenennne
NI, cevesnerenessseenreseeeesssssseeseen
Keterangan : :
- *) coret yang tidak perlu



© Nomor I :

- Sifat
T Lamplran Pt e di
. Perihal (o

 E.FORMAT PERTIMBANGAN TAPD

o Karanganyar o
iSegera . Yth. BUPATI KARANGANYAR

.. Hasil Pertlmbangan o ‘ KARANGANYAR
Permohonan Bantuanff R o

" Sesuai dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ..

© - Tahun ........... tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan =
.. Sosial serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja
- hibah dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan
" disesuaikan = dengan kemampuan keuangan ‘daerah  dan

 _mempertimbangkan pnorltas pemenuhan belanja urusan Wajlb
o yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan '

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kaml melaporkan‘

o _,_.bahwa yang melakukan evaluasi permohonan belanja hibah - :

. pada ... (nama 'SKPD)........., dengan Jumlah permohonanvf

o e sebanyak proposal senilai Rp reeveriareenn

= dlpernmbangkan untuk disetujui sebanyak eieee proposal semlal

: : Rp LTI TTPRTTe yang terdm dar1

Dan berdasarkan  hasil - penelahaan " kami dapat -

Jumlah Proposal - Nilai  (Rp.) .

- INe. | N‘ama'SKPD;

~‘Uang Barang | Uang .Barang T

J umlah

: »: 5 Sebagm bahan pertxmbangan Bapak kam1 sampalkan' -
" Daftar ‘Nominatif Calon Penenma Belan_la Hlbah dan Bansosv P

untuk masing-masing SKPD.

- Demikian, - atas perkenan dan persetujuan Bapak c

dlucapkan terlrna ka81h

SEKRETARIS DAERAH
 SELAKU -

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH SN



F FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

L HIBAH BERUPA UANG

, * PERJANJIAN HIBAH

ANTARA :
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DENGAN
NOMOR
TENTANG
HIBAH....ooviviiiiiiiinereeeeeeressieennnnnseeesssd)
Pada hari ini ......c.oceeeninnnnne. , tanggal etereerreerees bulan ............. s tahun
Cevessesneesenen.., yang bertanda tangan di bahwa ini . '
| ORI @ @

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang
bcrkedudukan dl ............................................

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

yang berkedudukan d1.....; ...........................
.............. '...selanjutnya dlsebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan

pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling
membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan

serta di dalam penyelenggaraan pemermtahan dan pembangunan daerah
dan dengan didasarkan pada™: :

1. ‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 ’I‘ahun 2006 tentang Pedoman :
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

_tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
‘Tahun 2006;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman '
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32

. Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
 Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah; :



. Peraturan Menten Hukum dan Hak Asasi Manusxa Nornor 6 Tahun 2014

tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Hibah dan Bantuan Sosial, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten

- Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun

2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah KabUpaten Karanganyarv

- Nomor 88) .

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ..... Tahun ....... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ......... .
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ....... Nomor ....);

. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ..... Tahun ......... tentang Pen_]abaran ,

. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten
- Karanganyar Tahun ........ Nomor .....);
. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor Tahun .tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten |

9.

- Karanganyar Tahun Nomor );

Keputusan Bupati Karanganyar Nomor....Tahun....... tentang Penetapan
Penerima Hibah ...cieverievrireiiiiiiiiiciiiierreeiicerarcnrttttrssneassneesesssssssnsasssonsnes ’

maka PARA PIHAK sepakat untuk rnembuat Perjanjlan Hibah dengan
kctentuan sebaga1 berlkut ’ . v '

(1)

(2)

. BAB I
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

' Pasal 1 .
PIHAK KESATU memberxkan hlbah kepada PIHAK KEDUA, berupa uang

sebesar = RPuvvrieriinieineeneerseenneas (creenennerrosrrenenernnrennmuosensennes ......rupiah)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten .
Karanganyar Tahun Anggaran............ dengan kode rekening............ceeeeen.
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: |

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

)

(1)
(2)

@)

dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
_, . ; e

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

BAB II
PENCAIRAN DANA HIBAH

' Pasal 2 .
Pencairan dana hibah 'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dllakukan‘

sesuai alokasi yang ditetapkan.

Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan

kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah; ' _

b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang
diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.

c. Hibah yang ditujukan untuk pekerjaan fisik konstruksi, dilampiri RAB/
rincian penggunaan dan gambar serta foto 0% (nol persen).

PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, Segera

melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang

undangan yang berlaku.



(1)
@)

@

Rt

@)
-3

v BABII .
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Baglan Kesatu
Hak}dan Kewajiban Pihak Kesatu o

: Pasal 3 : ' ' '
PIHAK KESA'I‘U berhak menunda pencairan dana hlbah apabila PIHAK

KEDUA, tidak/belum memenuhi persyaratan yang dltetapkan

PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas
penggi.lnaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA. |
PIHAK KESATU berkewajiban segera mencairkan dana hibah apablla
seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana
telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA dan menyatakan lengkap dan benar
melalui verifikasi oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua -
Hak dan Kewajlban Pihak Kedua

Pasal 4
PIHAK KEDUA Melaksanakan dan bcrtanggung]awab penuh atas

pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah

disetujui PIHAK KESATU dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan

PIHAK KEDUA Wajlb melaksanakan pengadaan barang dan jasa sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PIHAK KEDUA mempertanggungjawabkan penggunaan hibah mehputl

a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang
“diterima telah digunakan sesuai Perjanjian Hibah; dan

- c bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan ‘

(@)

 terkait paling lambat tanggal Ceestsetseestssnsnrsesnsntnaens

)

- (6)

perundang-undangan. : ' o -
Pertanggungjawaban sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf a “dan
huruf b disampaikan kepada Bupati melah.u PPKD dengan tembusan SKPD
S o

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢
disimpan dan dlpergunakan oleh penerlma hibah selaku obyek
pemeriksaan. . v

Apabxla sampai berakhlmya tahun anggaran ......... ma31h tersisa dana

“hibah, PIHAK KEDUA wajib menyetor kembali sisa dana hibah ke rekening

Kas Daerah Kabupaten Karanganyar

: BAB v
JANGKA WAKT U PERJANJ IAN

Pasal 5

Pexjanjlan Hibah ini berlaku sejak dltandatangam PARA PIHAK sampai

dengan ........ce..... dan dapat dlperpanjang sesuai dengan 81tua51 dan kondxsl, o

PARA PIHAK.



(1).

BAB V
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEUR

- Pasal 6

: Apablla tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai
- akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar)

antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara,
kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan

. tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan

2).

(3).

.

- kahar tersebut.
‘Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK,

akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi
tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya
keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjlan Hibah oleh PARA PIHAK tidak
merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

o _ . Pasal 7 ' ’
Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK }sepakat untuk

o menyelesalkan dengan cara musyawarah/ mufakat.

2.

Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah maka
PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya
hukum  dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan

: | Pengadilan Negeri Karanganyar.

(1).

~ BABVII
PENUTUP

Pasal 8
Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjlan Hibah ini

akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam

‘ bentuk Perjanjlan Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terplsahkan dan Perjanjlan Hibah ini.



® NOUIA LN

@. Perjanjian Hibah ini dibuat dalam 'rangkap 3 (tiga), 1 (satu) dengan minute

sebagai arsip, 2 (dua) masing-masing ditandatangani PARA PIHAK
bermaterai Rp. 6000,00 dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta
untuk keperluan administrasi dapat dibuat tembusan sesuai kebutuhan

v PIHAK KEDUA, e " PIHAK KESATU,
Keterangan '
Jenis keglatan Hlbah ' ’ ' ‘
Nama Pemberi Hibah (Bupau / Kepala SKPD sesuai kewenangannya)
Jabatan Pemberi Hibah
‘Nama Penerima Hibah
Jabatan Penerima Hibah ‘
Instansi/ organisasi yang diwakilinya ‘ i
Diisi | dasar hukum  perjanjian hibah  (disesuaikan dengan
perkembangan / perubahan peraturan perundangan yang berlaku)
Diisi rincian penggunaan dana hibah, perhatlkan ketentuan Pasal 4 ayat
© (3) dan ayat (4) ‘
9. Diisi . tujuan dana hibah (mxsalnya pemngkatan transportaSI desa,

peningkatan pemberdayaan kelembagaan pemngkatan ketrampilan, dan
sebagainya)

| 10. Diisi tanggal penyelesaian SPJ yang harus disetor (diisi oIeh petugas)



IL HIBAH BERUPA BARANG/ JASA

PERJANJ IAN HIBAH

ANTARA
PEMERIN’I‘AH KABUPATEN KARANGANYAR
- DENGAN '
NOMOR A
TENTANG
HIBAH......cccevvenenn, ierrreneesrenesineaenes M
bPadAa hari iim ceerreeenreeaaeenes .., tanggal ......... e bulan e, tahun
............. S PR - b o U bertanda tangan di bahwa ini: -
o S OOTORRTPNt S TR SR @
. | dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang
berkedudukan di........coeeieriiiriiiiniiniennncccinnenn,
....... e saees, S€lanjutnya disebut
PIHAK KESATU
R O 5 oot 2
’ dalam hal ini untuk dan atas
NAMA. . e itieiirreraiotioiorirernencarearenssrssnsesassrasnans ©)
yang berkedudukan Lo & PN
ceererneseestenn seIanJutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama—sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan

‘pengembangan bersama dan dilandasi oleh kemgman bersama untuk saling

membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan

serta di-dalam penyelenggaraan pemermtahan dan pembangunan daerah

dan dengan didasarkan pada

1.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor,;13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perybahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; : : :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan dl lingkungan Kementenan
Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; -

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asa31 Manusia Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan



S. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Hibah dan Bantuan Sosial, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Karanganyar Nomor 88) ,

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ..... Tahun ....... |
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
..... ... (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun.... Nomor ....);

7. Peraturan Bupati Karanganyar - Nomor ....Tahun ......... tentang

' Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah v
, Kabupaten Karanganyar Tahun ........ . Nomor .....);

- 8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  Tahun tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan 8031a1 (Bcnta Daerah Kabupaten_
.. Karanganyar Tahun Nomor ); v v
9. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor Tahun ....... tentang Penetapan

Penerima Hibah .........cuue....... o
‘maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat PerJanjlan Hibah dengan'
ketcntuan sebaga_l berikut:

BAB I : ‘
JUMLAH DAN TUJ UAN HIBAH
o Pasal 1 | |
(1) PIHAK KESATU memberikan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa
......... oo Egeiumiah. i eeeee.n.. dengan nilai Rpe.e... (reeieen)
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran ........ .... dengan kode rekening......ccccceereenns

'(2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dxpergllnakan untuk........ .

| BAB I .
PENYERAHAN HIBAH E

Pasal 2

(1) Penyerahan hibah sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 diserahkan oleh
- PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA sesuai alokasi yang ditetapkan.
(2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA
mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU dengan dilampiri:
a. Naskah Perjanjian Hibah;
b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hlbah
‘yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah. |
(3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU, segera -
melaksanakan keglatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang
undangan yang berlaku :



' BABIII R
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK f .

BaglanKesatu BT PREIRICH
Hak dan Kewajlban P1hak Kesatu IR

Pasal 3

o ,_,(1) PIHAK KESATU berhak niénunda penyéfahan ‘hibah apablla PIHAKv

. KEDUA tidak/belum memenuh1 persyaratan yang d1tetapkan o

e | (2) PIHAK 'KESATU ‘berhak melaksanakan _evaluasi dan rnomtofmg atasv '
- penggunaan hibah berdasarkan laporan pertanggung]awaban yang- -

o disampaikan kepada PIHAK KEDUA.

R (3) PIHAK KESATU berkewajlban scgera mcnyerahkan h1bah apablla seluruhv
o persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan telah dxpenuhl oleh PIHAK

. KEDUA dan mcnyatakan lengkap dan benar melalul venﬁkas1 oleh E

Pemermtah Daerah

D .:(1) PIHAK KEDUA berkewa_]lban

e e Baglan Kedua I e
R Hak dan Kewa_]lban Plhak Kedua o

Pasal 4

a. ‘menjaga keamanan memellhéra dan mcnggunakan : barang sesuau o
dengan fungsmya ' - SR : o

b ‘menanggung biaya operaswnal dan pemehharaan, serta perbaukan atasv_ o

) kerusakan barang hibah. . ~ v N

L _v c. dllarang memmdahtangankan, menggadalkan atau untuk Jamman

d. txdak menggunakan barang hlbah untuk keglatan yang bertentangan_
dengan peraturan perundang—undangan '

v".,};:zb_"‘(2)- PIHAK  KEDUA mempertanggung]awabkah ' penggunaan hlbah yang;“

- mehputl .
a. laporan penggunaan hlbah

| v":‘::ft' b. surat pernyataan tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hlbah yang ‘ o

dltenma telah dlgunakan sesuai Pcrjanpan Hlbah dan -

T ‘tzifi‘.j:_:c buktl—buktl yang lengkap dan sah buktl serah terlma bafang/ jasa sesuai = -

SR peraturan perundang-undangan E ,
B Pertanggung}awaban sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dan

~ huruf b dxsampa,lkan kepada Bupati melalui Kepala SKPD terkait pahng S o

lambat tanggal 10 bulan Januari tahun ‘anggaran berlkutnya, kecuahf
BRI ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan L
@ Pertanggung]awaban sebagalmana dlmaksud ~pada’ ayat (2) huruf c

L disimpan dan d1pergunakan oleh penerlma ‘ h1bah selaku obyekv ':

o pemerlksaan



. BAB IV :
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

o o Pasal 5 ' o

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai

dengan ......ceeeceveerennnnn. dan dapat diperpanjang sesuai dengan situasi dan

kondisi PARA PIHAK. ' o - '
BAB V

KEADAAN KAHAR/ FORCE IMAJEUR

i . Pasal 6 ' ’ :
(1). Apablla tldak terlaksananya Perjanjian Hlbah oleh PARA PIHAK sebagax
akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar)
antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara,
kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan
- tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan
kahar tersebut. .
(2). Apabila terjadi keadaan kahar maka atas dasar laporan PARA PIHAK,
akan' diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi
~ tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
(3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya
- keterlambatan atas pelaksanaan Per_lanjlan Hibah oleh PARA PIHAK tldak
merupakan alasan untuk membatalkan perjan_]tan kerjasama ini.

~ BAB VI o
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

: - Pasal 7
(1). Apabila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK = sepakat untuk
menyelesaikan dengan cara musyawarah |/ mufakat.
(2). Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesalkan masalah maka
- PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya
hukum dengan memilih kedudukan tctap di Kantor Kepanlteraan
Pengad11an Negen Karanganyar :

BAB VII
PENUTUP

Pasal 8
(1), Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjlan beah ini

akan 'diatur dan ditentukan secara tersendm oleh PARA PIHAK dalam
" bentuk Perjanjian Tambahan(addendum) yang merupakan baglan yang
tidak terplsahkan dari Perjan_}lan Hlbah ini.



@

BELET

L9
L ‘_:,510 DlISl penggunaan hlbah

Perjanjlan Hlbah ini dlbuat dalam rangkap 3 (tlga) 1 (satu) dengan mmute IR,

o sebagal arsip, 2 (dua} masmg—masmg d1tandatangan1 PARA PIHAK R

T bermateral Rp. 6000,00 dan mem111k1 kekuatan hukum yang sama, serta'- L
B ,untuk keperluan adm1mstra51 dapat d1buat tembusan sesual kebutuhan

PIHAK KEDUA S Ea PIHAK KESATU,

s j:‘Keterangan .

“Jenis kcg1atan Hlbah RN : ' o
‘Nama Pemberi Hibah (Bupat1 / Kepala SKPD sesual kewenangannya)
. Jabatan Pemberi Hibah - . SR S

.- Nama Penerima Hibah -

- Jabatan Penerima H1bah Sl
. Instan31/ organ1sa31 yang dlwaklhnya o ' : R S
‘Diisi dasar  hukum- per_]anjlan hlbah N (dlsesualkan v dengan o
i perkembangan/ perubahan peraturan perundangan yang berlaku) L
‘Diisi barang/ jasa yang dihibahkan - - .

Diisi nilai barang/jasa yang dlhlbahkanv B




| Tahap
_v__,»:Tahap '2
penggunaan . Rp

"_;G FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

I LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH /BANTUAN SOSIAL BERUPA -

UANG

L v:'.‘Uang yang dlterlma

- '_ :f, Lo i (dllSl Jems pengeluaran, mlsal bclanJa barang hab1s pakal)

: No' J_en;s_ B yolume;.‘

Harga Satuan -

J urnlah

i Junilah v Belan_]a

Barang habls LT e

o ,&I'II:."Rékaﬁ‘i‘tula‘s'iv‘P'cngglihiaan'Déﬁa'Ej- ) o .

,' No Jems

. {Jumlah - -

o T Belanja Barang Habls Paka1

RS

11

| [Total Biaya

Rp.

Tempat tanggal bulan tahun o

Ketua/ Penanggung Jawab / Penerima o

Tanda tangan s
( Nama Terang ) -
~Jabatan -




11 'LAPORAN | PENGGUNAAN HIBAH ‘DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA

BARANG

No; Jenls Barang - |volume . |penggunaan =

- Tempat tanggal bulan, tanggal B
‘ ’.»'bKetua/ Penanggung Jawab/ Penerlma o

Tanda tangan |
( Nama Terang)




o H FORMAT PAKTA INTEGRITAS

I Pakta Integrltas Penerlma Hlb ah SRR

PAKTA INTEGRITAS?;' ol

Yang bertanda tangan dlbawah 1n1

o Nama I ERRTRRPER

".v"'.::Alamat .

S Jabatan -.
~'No. Identltas( :

j':v_""DaIam hal 1n1 bertmdak | untuk _tdain _ atas .':; nama'

- . ‘.'.'.' RURI enyatakan dengan sesungguhnya

o 1. vAkan mematuh1 semua ketentuan dan kewajlban »- dalam rangka‘ -

o pelaksanaan per_]anjlan h1bah sebagalmana tercantum dalan Perjanjlan "

Hlbah o o ‘ S R o antara“"f B

;2. -Tldak akan melakukan praktlk Korup51 Kolu51, dan Ncpot1srne
o 3. _Akan bertanggung _]awab penuh terhadap penggunaan hxbah o

= dalam ré n‘:gka' v, penggunaan - dana o Pe,lakSanaan'"_-’" o

E 4 apablla melanggar hal hal yang dmyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS 1n1, : f :

o bersedla menenma sanks1 admlnlstratlf dlgugat secara perdata dan / atau' B
s dllaporkan secara pldana o . ’ . '

Ka ranganyal‘ ;

- | Materai

6000

o Keterangan ' AT
1. diisi nomor KTP SIM/Paspor e T -
-~ 2. diisi  penerima - hibah, misal: pemermtah pusat/ pemermtah daerah

- lainnya/BUMN/BUMD / badan / lembaga / organlsa31 kemasyarakatan

- ‘;yangberbadan hukum o T

- 3. diisi jenis kegiatan hibah .



L Pﬁzil;taﬂln‘tegi‘ittabs Pénérii‘ha Béhtuah' Sbos;iial' .

PAKTA INTEGRITAS

- o Yang bertanda tangan dlbawah 1n1

“ No Identltas u ) T

. 'Alamat

o Dalam hal ini bertmdak untuk dan atas nama' -
R sosml(s) R

3. “diisi jenis bantuan sosial -

Keterangan i IR
- 1. diisi nomor KTP SIM/Paspor -

e 'menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan pembenan v bantuani Py

Tldak akan melakukan praktlk Korup81, Kolus1 dan Nepotlsme o

.-Akan menlndaklan_;utl pembenan bantuan sosaal scsua1 usulyang v -
.'dlsampa1kan kepadaBupatl . | _‘ R DR o
Akan bertanggung _]awab penuh terhadap penggunaan bantuan sos1a1

. Pertanggung]awaban atas penggunaan dana , bantuan | sos1al kann " R
_ sampalkan kepada Bupat1 Karanganyar cq Kepala SKPD Pengelola bantuanvi g -
."'Sosml pahng lambat tanggal ........ ’. L i B
. ‘apablla melanggar hal hal yang dlnyatakan dalam PAKTA IN’I‘EGRITAS ini, o
| bersedla menenma sanks1 admlnlstratlf dlgugat secara perdata dan/ atau SR

dllaporkan secara pldana

Karanganyar L

............................

2. diisi penerlma Bantuan 8031al o

@



- Nama -

N ':71 FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

I Surat Pernyataan Tanggung J awab Penenma Hlbah

Yang bertanda tangan dlbawah ini: St

o - v"Jabatan

' No Identltas

L F'Alamat

3 };':"Dalam_, _haI o 1n1 bertlndak . untuk ~ dan atﬂavsv?‘.  nama -

Menyatakan bahwa pelaksanaan h1bah(3)te1ah '

o ,'sesual dengan ketentuan yang terdapat Perjan_uan Hlbah antara pemerlntah

| F‘Kabupaten 'f:f;.;- B

e [Karanganyar denganNomortentang

o -'sebagalmana mestlnya

...... Apablla terdapat kesalahan atau : »

""”.v‘fv:kekehruan dalam pelaksanaanya maka menJad1 tanggung Jawab saya '
:::':,‘-'sepenuhnya ' ' S

Demlklan surat pernyataan yang saya buat dan dapat dlgunakan

o Karanga.nyar o

Materai -

6000

'Keterangan P e
- 1. diisi nomor KTP SIM/Paspor e ST S B
- 2, diisi ‘penerima hibah, “misal:’ pemenntah pusat/ pemermtah daerah
o :lamnya/BUMN/BUMD/badan/lembaga/orgamsas1 kemasyarakatan
. . yang berbadan hukum =~ - : A ,_ v
3. dllSl _]cnls keglatan hlbah



II. Surat pernyataan taxiggllng jawab penérima bantuan sosial.

, o SURA’I‘ PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini : '
Nama
Jabatan

No. Ident_itas (_”

‘Alamat | |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................. revenrsareeraesevenstd)
Mehyatakan - bahwa ; pelaksanaan . batuan sosial

.............. ? ................-;’........(3}tclah sesual dengan usulan yang dlajukan Apabila

| dalam pelaksanaan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaanya, |
maka akan men_]adl tanggung _]awab saya sepenuhnya _
'Demikian surat pernyataan yang saya buat dan dapat dxgunakan :

.sebagmmana mestmya

~Karanganyar
Materai
6000
(N

Keterangan: K
1. diisi nomor KTP,SIM/Paspor.
2. diisi penerima Bantuan Sosial
3. diisi jenis bantuan sosial

- BUPATI KARANGANYAR,

 ttd

“ JULIYATMONO



J  FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG e
. DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG B

| 1 FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 ‘DESEMBER

.............

even

‘LAP”C})RAN REALISAST ANGGARAN

o N'o‘mor; e

:Anggaran, s
| - Setelah

,R_eallsam

(Dalam Rupxah) SO S

Lebih
(Kurang)

o Pcndapatan

| Pendapatan Asli Daerah

. Pendapatan pajak daerah

N N N

RO U U Py
N |

| Pendapata_g N ‘;retribusi I

‘| daerah

Pendapatan NI hasﬂ Pt

) 'vpengelolaan

- Kekayaan daeré;h nyang
Dlplsahkan T

- Lain-lain Pendapatan Ash :

Daerah yang Sah

Belanja B

Jumlah v L

Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai ™ - L

‘| Belanja Langsung

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

- Hibah ' barang/jasa . yang| = NS T
dlserahkan kepada ' plhak R B N

- ketiga/ rnasya.rakat
- Bantuan sosial barang yang

 diserahkan - kepada thak "yv,::,f}f':_'

- ketiga/ masyarakat

"dan bantuan sosial- -

& - Barang/jasa. selam hlbahv S

L 2.-2;3 'Belanja Modal S e

Jumlah —

o Surplus / (Deﬁsn)  _




I FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

" PEMERINTAH KABUPATEN ...... .
' LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD .~ -~ =
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER |
"~ (Dalam Ru 1ah '

1 - - . | Pendapatan - . .
. |12 | Dana Perimbangan -
1-1.2.1 .. Dana Bagi Hasil

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak -

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pa_]ak/

. - Sumber Daya Alam

1.2.2 - Dana Alokasi Umum

1.2.3 - Dana Alokasi Khusus -
-1.3. | Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah '
1.3.1 Pendapatan Hibah

1.3.2 - Dana Darurat - L
1.3.3 - Dana Bagi Hasil Pajak danProvmm B

- ‘dan Pemerintah Daerah Lainnya- =~
1.3.4 :} Dana Penyesualan dan 0tonom1 ’

S Khusus - .
"1.3.5 . .| ‘Bantuan Keuangan dari Provinsi atau -

’ Pemenntah Daerah lainnya-

Jumlah Pendapatan

2 Belanja

121 Belanja Tidak Langsung -

12.1.1 - Belanja Pegawat -
2.1.2° :| Belanja Bunga

.1 2.1.3 :| Belanja subsidi

| 2.1.4 | Belanja Hibah : . .
2.1.5 . Belanja Bantuan Sosial S =

Belanja Bagi Hasil -

:| - Belanja Bantuan Keuangan =

B[R
W o[

:| Belanja Tidak Terduga .
: Belanja Modal - o R
~ Jumlah Belanja
v ¢ - SURPLUS/(DEFISIT)
3. - :| Pembiayaan Daerah’ EE T
3.1 : | Penerimaan Pembiayaan Daerah -
3.1.1. :| Penggunaan SiLPA -
‘3.1.2 - | Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 :| Hasil Penjualan Kekayaan
"+ . -] Daerah yang Dipisahkan = =
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 . Penerimaan Kembah Pembenan
. | ‘Pinjaman
3.1.6 Penenmaan Plutang Daerah - :
N N ~ Jumlah Penerimaan
3.2 Pengcluaran Pemblayaan Daerah ‘
3.2.1 |- Pembentukan Dana Cadangan - - -
3.2.2 .| Penyertaan Modal (InvestaSI}
~ . i| Pemerintah Daerah :
3.2.3 i| Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 - ,Pembenan ijaman Daerah -

Jumlah Pen eluaran

- Pembiayaan Neto

33 |-~ Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran [SXLPA) ’



. III F ORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH
DAERAH -

1. KONSOLIDASI  LAPORAN REALISASI ANGGARAN " K'E:'Umgm_jj

' PEMERINTAH DAERAH R

No | Umn | SATKER| SATKE | PPK | Gabunga |

L Pendapatan -
Pendapatan Asli Daerah ST B : o N
_ Pendapatan pajak 1 ox=xx | oxx | ] xXxx |
\ ‘daerah I R FE e A
4 Pendapatan retrlbu31 RN D . U EERD o o SRR EE Xxx
- 15 | . Hasil pengelolaan XXX | ooxxx | | Xxx
1 kekayaan daerah B E R I
L yangd1plsahkan . - RN PR B
o6 . _Lain-lain PAD yang sah x| x| Xxx
|7 ] Jumlah Pendapatan Ash o | oxxx | ] Xxx
. |8 | Dana perlmbangan oo o o xxx | Xxx
19 - |Lain- lam pendapatan yang | b e | Xxx
ool Jumlah x| xxx | oo | Xxx |
o pendapatan R B TR LR R
111 |Belanja PN D R
~ 112 | Belanja Tidak Langsung oxxx | kx| oxxx | Xxx
.- | ‘Belanja Pegawai ~ - - | xxx | 'xxx | xxx | Xxx | -

}.f:lebah o [ == X= |

. ,gBantuan Sosml o [ Xk

R BelanJaLangsung ] x|l oo b Xxx -
| Belanjapegawai- = -~ | xxx o |oxxx | b oXxx o
- | Belanja Barang danJasa | =xxx | @ xxx | |  Xxx
1) Hibah . barang/Jasa ooxx o x| L
“yang - dlserahkan PR R
kepada ‘pihak | | oo
ket1ga/masyarakat R R * SN IS + S R D« S
2) Bantuan somal barang AR EE
- yang. » dlserahkan B e I D :
kepada  pihak| amx om0 |
keUga/masyarakat . N B R
3) Barang/jasa selain |
hibah dan bantuan| =~
- sosial e e ] A .
I Belanja modal ] XXX xx | | Xxx
e BV Jumlah XXX | oxxx | xxx | Xxx




g

belanja
15 Surplus / XXX XXX XXX Xxx
| defisit - ’
16 [ Pembiayaan daerah
17 [ Penerimaan pembiayaan XXX Xxx
18 Pengeluaran pembiayaan XXX Xxx
19 |- | Pemblayaan XXX Xxx
neto
20 | Sisa lebih pembiayaan XXX Xxx
tahun berkenaan ( SILPA )

2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI
PEMERINTAH DAERAH '

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan pajak daerah

- Pendapatan retribusi daerah

-Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan -

Lain-lain PAD yang sah

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Dana transfer

Lain-lain pendapatan yang sah -

Jumlah pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Bunga

Subsidi

Hibah

Bantuan Sosial

Belanja Modal

Jumlah belanja

Surplus / defisit

Pembiayaan daerah

Penerimaan pembiayaan

Yyv

Pengeluaran pembiayaan

1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah
3 Pendapatan pajak daerah » XXX -
4 - Pendapatan retribusi _daerah XXX
S Hasil pengelolaan kekayaan
__daerah yang dipisahkan . XX
6 Lain-lain PAD yang sah XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX
8 Dana perimbangan . XXX
9 Lain-lain pendapatan yang sah XXX
10 Jumlah pendapatan XXX
11 Belanja )
12 | Belanja Tidak Langsung XXX
12.1 | Belanja Pegawai : XXX
12.3| Bunga poed
12,4 | Subsidi XXX
12.5| Hibah ) XXX
12.6 | Bantuan Sosial XXX
13 Belanja Langsung XXX
Belanja pegawai - XXX
Belanja Barang dan Jasa XXX
1)Hibah  barang/jasa yang XX
~ diserahkan  kepada pihak )
ketiga/masyarakat ‘
2)Bantuan sosial barang/jasa XX
yang diserahkan kepada plhak
ketiga/masyarakat -
3}Barang/jasa selain 1) dan 2) XX
Belanja modat XXX
14 Jumlah belanja XK [
15 Surplus / defisit XXX
16 Pembiayaan daerah :
17 Penerimaan pembiayaan XX
18 | Pengeluaran pembiayaan . XXX
19 . Pembiayaan neto XXX
20 | Sisalebih pembiayaan tahun plosd

berkenaan (SILPA)

Pembiayaan neto

Sisa lebih pembiayaan tahun

berkenaan (SILPA)

BUPATI KARANGANYAR,

TID

- JULIYATMONO

ANGGARAN




